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BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa dalam rangka mempercepat proses
terwrrjudnya reformasi birokrasi yang efektif dan
efisien, perlu dilakukan upaya perbaikan
kesejahteraan bagi pegawai negeri sipii;
bahwa berdasarkan evaluasi terhadap tunjangan
daerah, maka perlu dilakukan peningkatan
melalui pemberian tambahan penghasilan pegawai
berdasarkan peningkatan kine{ a;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt Nomor 21

Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 77\, jo Undang-Undang
Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1643);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas
Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (l,embaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan l,embaral Negara Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

2.

J-



5.:*g3., Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2O03 Nomor 4"7, TambahanI11_baran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentangPerbendaharaan .Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan pengelolaan dan Tanggungawab

Keuangan Negara 
^(Lembaran N.g..i- RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor d6, TambahanLemtraran Negara Republik Indonesia Nomora4ool;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan peraturan perundang_Unciangai
(Lembarar-r Negara Republik Indonesia iahun 2O 1 1Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
lnd on rs ia No 5234 );7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2Ol4 Nomor ;, iambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomors494);

B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenrang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 2+2, iamOahanLemtaran Negara Republik Indonesia Nomor5587), sebagaimana teiah beberapa kali diubahte-rakhir dengan Undang_Unda.rg No*oi 9 Tahun2015 tentang perubahan KedJa Atas Undang_Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahurr 20 i 5 Nomor SS", iamnahanLemtraran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 rentangPemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 20121 Nomor 29i, iambayranLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5601);
10. PeraLuran pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun ZObS ruomor140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nr,mor,l57g);
1 1 . Peraturan pemerintah Nomor B Tahun ,2006

tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansiPemerintah (Lembaran Negara Repubiik' inOonesiaTahun 2006 l\omor 25, famfafrr,n 
- 
i._O..rr_,Negara Republik Indonesia Nomor 45i+r -"12. Pe raluran pemerinran Nomor 1 I iaiun ZO 1 7telt[atrg lvlariajemcn pega$ ai Negeri Sipil(Lcmbtri-an 1\*egai.a Repi_.blik indonesia T?hun 2Ol7



14.

Nomor 63, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6O37);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

MtrMUTUSKAN

\IeneiapKan : PtrRATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PtrGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMtrRlNTAH DAERAH KAB[,]PATEN PESISIR SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten pesisir

Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Sela[an.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten pesisir

Selatan.
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat pD adalah unsur

pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
per-rve lenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang
selanjutnya disingkat BKPSDM adaiah Badan Kepegawaia-n dan
Pengembangan Sumbe r Daya Manusia Kabupaten pesisrr Selatan.

7 Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis DirLas, 1,apg selanjutnya disingkat UpTD

adalah unsur pelaksana leknis dinars vang meiaksanakan kegiatan
teknis operasional clan,i atau rit,.,ia1:itr Leknis penunjang terrctrtu.

9. Pegau,ai Negeri Sipii, l,ang se ia;rj,"r rr-r,r,a disingkat pNS adalah pegar.r,ari

Negeri Sipil sebagarmana dimaksud dalarn Undang,Unclang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

10. Anggota Kepolisian Negara Repubtik Indonesia yang selanjutnya
disingkat Anggota POLRI adalah anggota Kepolisian Repubiik
lndonesia vang dipekerjakan di lingkungan pemerintah Kabupaten
Pesisir Selatan.



1 1 . Pega*-ai Negeri sipil Daerah. r-ang selanjutnr.a disingkat pNSD adalah
Pegat'ai Negeri Sipil vang beke{a pada pemerintah Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan.

1). Pegau'ai Negeri Sipil dipekeqakan, selanjutnya clisebut pNS dpk.
aclalah PNS yang bekerja pada pD pemerintah Kabupaten pesisir
Selatan yang gajinya dibayarkan oleh instansi asalnya.

13. Pegawai Negeri Sipil Daerah dipekerjakan, selanjutnya disebut pNSD
dpk. adalah PNS yang bekerja diluar pD di lingkungan pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan 1.ang gajinya clibayarkan oleh pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan.

14. Pegawai adalah PNSD, PNSD dpk, pNS dpk, cian Anggota pOLRI yang
diberikan tambahan penghasilan.

15.Jabatan Organik adalah jabatan negeri yang menjadi tugas pokok
pada suatu organisasi perangkat daerah.

l6.Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

17. Tambahan Penghasilan adalah penghasilar-r tambahan yang diberikan
kepada pegawai berupa Tambahan penghasilan Dasar, Tambahan
Penghasilan Kinerja, dan'lambahan penghasilan pertimbangan
Te rten t u.

18. Tambahan Penghasilan Dasar, yang selanjutnya disi.gkat TpD adatah
n'rerupakan komponen tambahan penghasilan minimal yang diperoleh
setiap pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Tambahan Penghasilan Kinerja, yang selanjutnya clisingtat TpK
adalah merupakan komponen tambahan penghastlan yang
besarannya ditentukan berdasarkan hasil pengukuran kinerja.

20. Tambahan Penghasilan Pertimbangan Tertentu, yang seianjutnya
disingkat TPPT adalah merupakan komponen tambahan penghasilin
yang besarannya ditentukan pertimbangan tempat bertugas cli daerah
lerpencil atau tugas terten tu.

21. Pengukuran kinerja adalah pengukuran terhadap prestasi kerja dan
perilaku kerja yang dilaksanakan secara periodik terhadap pegawai
oieh atasan langsung atas hasil pelaksanaan tugas pekerjaan dalam
unit kerja.

22. Prestasi kerja adalah hasil kerla yang dicapai oleh pegawai dari
melaksanakan suatu kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung
j alvabnya pada suatu satLlan organisasi.

23. Perilaku kerja adalah perbuaran atau rindakan yang ditampilkan oieh
pegawai dalam melaksanakan tugas dan lungsi sesuai jabatann1,.a.

24 Laporan Harian adalah caratan kegiatan harian yang meliputi kigiatan
tugas pokok dan/atau tugas tambahan yang dilaksanakan pegawai
selama 1 (satu) bulan dalam bentuk jurnal.

25. Tugas Pokok adalah tugas utama yang merupakan yang merupakan
penjabaran langsung dari fungsi tugas organisasr sebagaimana
dinl atakan dalam rinctan tugils jabatan pegawai yang bersangkutan.

26. Tugas Tambahan adalah tugas Iarri yang diberikan oleh atasan selain
tugas pokok, tetapi be rhubungan dan memberi nilai manfaat bagi
kinerja unit kerja atau PD rempat pegawai yang bersangkutan
dit ugaskan, atau melaksanakan l_LLgas lrang diperintah atasan diluar
jam }<erja.

27. lam Kerja adalah lan'r ke rja sebagaimana diatur clalam Surat Edaran
Bupati Pesisir Se lariii'r. \,.;rnor:B0O Oo l _ BKPSDM 2O 17, perihal
Ketentuan Jam Kerla.



I 28. Hari Ke{a adala}r hari kerja sebagaima,,a diatur dalam surat EdaranBupati Pesisir Selatan. Nomor: 80O1061/BK'SDM_2O 17, p..ifr.f
KeLentuan Jam Ke{a.

)9. Unit Kerl'a adalah bagian dari pD yang melaksanakan satu atau
beberapa program.

3O. Peiabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai denganketentuan serendah rendahnya pejabat bl."o., IV atau pejabat iain
r-ang ditentukan.

31. Atasan Pejabat Peniiai adalah atasan langsung pejabat penilai.
3). Petugas Pemeriksa Hasil pengukuran Kinerya-pb aclala'h pegawai yangdiberi tugas untuk memeriksa dan memvlrifikasi hasil pE"g"Lr.^r_,kinerja pegawai negeri dilingkungan pD, yang ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.
33. Realisasi Anggaran adalah sejumlah anggaran yang telah digunakan

sampai dengan bulan berjalan untuk -.tat "r.raluir, "rrut, 
?.giutu._,

-\ ang tercantum dalam Dokumen pelaksanaan Anggaran dingankegiatan Anggaran pendapatan dan Belanja D...ali-y^.g aikeiola
, bagian/ bidang/ sekrerariat/ UpTD/ pD.
34. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang

bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar u-ntukmengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan
kegiatan Anggaran pendapatan dan Be1-anj a Daerah a.rr- 

".iiopperiode.
35. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yarigditentukan oleh Rupatr unruk menampung seh,rriuh penerinlaan
- daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
36. Surat Permintaan pembayaran, yang selanjutnya disingkat Sppadalah dokumen yang diterbitkan oleh pejatat Vu"g n.ii".gg"r,gjau,ab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara p.r-,g.lrr."r_, Irit.,t

mengajukan permintaan pc.mbaYaran.
37. Surat Perintah Mem bayar, vang selanj urnya clisingkat SpM acialahdokumen yang digunakan/ diterbitkan otefr p.rg"gr.r, ..gg".nr7

kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan surat p..i.,tan pei-rlairarr
Dana atas beban pengeluaran Dokumen pelaksa.r.a., R.,gg..arr_
Satuan Kerja Perangkat Daerah.

38 Pelabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat pprK
adalah pejabat pada untt kerja perangka-t daerah yang mela-ksanakan
satu atau beberapa kegiatan dan suatu program 

".=,,_,.i.l.rrg.n bidang
tugasnya.

39. Ir-rstrumen Pengukuran liinerja Dan perhitungan TambahanPenghasilan, yang selanjutnya disingkat dengan IpKmp aaaiafrinstrumen yang ,Jigr-rnakan untuk meigukur kinerja dan tambahan
penghasilan yang d ircrimr pegar,r.ai.

40 Pramu Admi.istr:rsi pimpin.'r adalarr ptiarLat fungsio,ai umum yang
berrugas .relayani kebutuhan administrasr, Bupatf W"f.if g"prli,: J;"Sekretaris Daerah Kabupaten pesisir Selatan.

41. Sekrefaris Pribadi, yang 
_selanj uitnver drsingkat Sespn adalah pelabat

yang ditetapkan dengan keputusan Bupatimenjadi sekretaris p.*"aiBupati dan wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten 'pesisir
Se lar_an.

42. Ajudan adalah pegalvai lang ditugaskat,r pejabat yang berwenangmenjadi ajudan Bupati, wakri Bupati. Ketua Dewari perwakilarr
Rakyat Daerah, dan Sekretaris Daerah Kabupaten pesisir Selatan.



:l3 Sopir Pimpinan adarah sopir'ang bertugas melayani kebutuhan antarjemput Bupati, Wakil tsupati," X"r.lT.^O.",.n pe.*,at iia.r 
*-nIqru,

Daerah, dan Sekretaris Daerah Kabupaten pesrsir Selalan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksuclkan sebagai pedoman clalam memberikantambahan penghasilan kepada pegawai Ji'ii"ir.""gr. pemerintah daerah.

pasal 3

Pemberian tambahan pengrrasiran berrujuan untuk rnemrtivasipenin gkatan kinerj a pegau,ai ai t i., gt urrgr.,-i.ir"rirrt.L daerah.

BAB II
TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu
Pemberian

pasai 4

(1) Tambahan penghasiian diberihan dalam bentuk TpD, TpK, dan .IppT
kepada:
a. PNSD;
b. PNSD Dpk;
c. PNS Dpk; dan

_ d, Anggota pOLRI Dpk.
{2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana ciimaksud pada ayat(1) dilakukan berdasarkan -kehacliran 

Arri t ir.q..i3) Pemberian tambahan penghasilan dalam Lentuk Tppl sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dite"tapkan d;;;; K.pt,,.,"un Bupati.

Pasal 5

(i1 Tambahan penghasilan ticlak ciiberikan kepada:
a. Calon pNSD; atau

,_. b,. PNSD yang dipekerjakan kc- .instansi lain diluar pemerintah daerah(2) Kepada pegawai sebagaimar;a dirn;ks;;';a*lam pasai 4 ayat (1) tidakdiberikan tambahan per-rg_hasilan 
"p"bilr,-.^'a. Mer-tjalani cuti besar.

b. Menjalani cuti diluar tanggur,tgan negara.c. Diberhentikan sementara atau dinctitaktifkan dari jabatan organik. arau jabatan negeri: aLau,

^. 
d Tidak mempunyai tugas /jabara.n / pekerjaan rertentu pada pD.(3) Setiap pejabat runesionat 

";;;--';;"g tetah mempunyai
iiif {jitaun/ peker3aan rertelrru r,vajib di ietapkan na,a .iabatan cla,uraran tugasnya dengan Kepirtusan Bnpati atau pe;abart"yang-Jiberi\\'e\{'enang.
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Pasa I 7

Bagi Pegawai Negeri Sipil Fungsional Tertentu Guru yang menerima
runjangan profesi sertifikasi. clapat memilih Tambahan Fenghasilan
Pegau'ai atau tunjangan profesr sertifikasil
Bagi Pegawai Negeri Sipil 1,311g bertugas di Rurnah Sakit Umum
Daerah dan Fungsional TerLentu Kesehatan / Medis, dapat memilih
Tambahan Penghasilan pegawai atau tunjangan jasa medis.
Penetapan pilihan sebagaimana dimaksud paaa ayat (1) dan ayat (2),
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal B

(1) Pemberian tambahan penghasi.lan sebagaimana dimaksud dalam pasal
4 ayat (1), dengan ketentuan sebagai beiikut:
a. Apabila tidak masuk kerja tanpa izrn /tanpa keterangan 3 (tiga) hariberturut-turut, hanya diberikan TpD pada bulan berii<utnya; - '
b. Pegawai golongan III clan IV yang wajib zakat namun tidak

me mbayar zakat. hanya diberikan TpD pacla bulan yarlg
hersangku tan;

c. Me njalani masa persiapiin pe nsiun, hanya diberikan TpD terhiturrgmulai tanggal keputusannya berlaku clan sesr,rai standar biavajabatan tambahan penghasilan bagi jabatan fungsional ;;;
lainnya;

d. Pejabat fungsional tertentu yang diberhentikan sementara darr
.jabatan karena belum mencapai ingka kredit dalam batas waktu,hanya diberikan TpD terhitung mulai tanggal keputusar_r
pemberhentian seme ntara berlaku;

e Tidak mengikuti seluruh. wirid gabungan bagi pegawai beragama
Isiam dan tidak mengikuti seluruh apeigabun[an tinpa f..t.."?gu,_,bagi pegawai yang bertugas di pb ibukotl UUupate", h;;i,
diberikan TPD pada bulan berikutnya;

f Pegawai yang dikecualikan clari ketentuan sebagaimana crimaksud
pada huruf e dan f. adalah:
1. Pegawai yang m.elaksanakan tugas pelayanan masyarakat bidang

kesehatan, pendidikan, dan pelayanan pendapatan-kabupaten;
2. Pegawai yang bertugas berdasarkan Surat perintah Tugas ya.rg

- diberikan oleh pejabat berwenang.
12) Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai beragama Islamvang tidak mengikuti wirid gabungan tanpa 

-kelerangan 

"Ib.g"r-uro5,ang dimaksud pada ayat (i) hurul e, diatur dengan k"etentuan-sebagai
berikut:
a. Pegawai yang tidak mengtkuti wirid gabungan tanpa keterangandilakukan pemotongan rerhJ.ilap total Tpr yang diteriraa buianberikutnya sebesar 1 2.5% (dr-ra belas koma lima persen) p.. ..i,kali wirid.
b. Dalam hal u,irid gabungan hanl,a 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan,maka pegawai 

1,ang- mengrkuti rririd gabungan 1 (satu) kaii dalambulan tersebut ctihitung telah mengikuti n irid ,g"r.,, I;i;-
gabungan secara penuh

(31 Pemberian tambahan ps:tgt:asilan kepacia pegau,ai ].ang ridakmengikuti apel gabun_qa:: :anpa ke :era::garr iebagaimanl vang
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(2)

Pasal 7

Bagi Pegau.ai Negeri Sipil F.ungsional Tertentu Guru yang menerima
tunjangan profesi sertifikasi, clapat memilih Tambahan Fenghasilan
Pegau'ai atau tunjangan profesi sertilikasi;
Bagi Pegawai Negeri SipiJ -yang bertugas cli Rurnah Sakit Umum
_Daerah dan Fungsional Tertentu Kesetatan/ Meclis, dapat memilih
Tambahan Penghasilan pegawai atau tunjangan jasa medis.
Penetapan pilihan sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) dan ayat (2),ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal B

Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal
4 ayat (1), dengan ketentuan sebagai beiikut :

a. Apabila tidak masuk kerja tanpa izin ltanpa keterangan 3 (tiga) hari
. berturut-turut, hanya diberikan TpD pada bulan beri<utnya; - ' -

b. Pegawai golongan III dan IV yang wajib zakat namun tidakmembayar zakar. hanya cliberikan fFO pada bulan yang
bersangkutan;

c. Mengalani masa persiapiin jrcnsiun, han1.a diberikan TpD terhitungmular tanggal keputnsannya berlaku clan sesuai star-rdar brayijabatan tambahan penghasilan bagi jabatan fungsional .r_u-
iainnya;

d. Pejabat fungsional tertentu yang diberhentikan sementara darijabatan karena belum mencapai angka kredit daiam futu, *"f.ir,hanya diberikan TpD terhitung mulai tanggal keputusarr
pemberhentian seme n lara bcrlaku;

e, Tidak mengikuti seluruh uririd gabungan bagi pegawai beragamaIslam dan tidak mengikuti seluruh apeigabungan tanpa ketera-ngan
bagi .pegawai yang bertugas di pb ibukota kabupaten, haiya

^ diberikan TPD pada bulan berikutnya;
f. Pegawai yang dikecuarikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud

pada huruf e dan f, adalah:
1. Pegawai yang melaksanakan tugas pelayanan masyarakat bidang

kesehatan, pendidikan, dan pelayanan ienciapatan-kabupaten;'2. Pegawai yang bertugas berdasarkan Surat perintah Tugas ya.rg
_ diberikan oleh pejabat berwenang.
Pemberian tambahan per-rghasilan kipada pegawai beragama Islam
l ang tidak mengikuti urirrd gabungar, lanpa 

-kelerangan 
sebagaimana

yang dimaksud padar ayat (i) hurul e, diatur clengan ketentuan"sebagai
berikut:
a, Pegawai yang tidak mengik utt wiricl gabungan tanpa keterangandilakukan pemotongan terhr-dap total TpK ya.rg dite.rrra bu'janberikutnya sebesar 1 2.5% (clua belas koma lima persen) p., *,kali wirid.
b. Dalam hal u,irid gabungan han1.2 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan,maka Pegar,i'ai vang mengikuti s.irid gab,ungan 1 (satu) kali clalambulan tersebut dihitung telah rneneikut] s,irid agama lslam

e,abungan secar3 pen uh .

Pemberian tambahan cengirasilan .i.paca pegan ai -_vang ridak
me ngikuti apel gab ungan rat rDa kc:E:at^-laj]- iebagaimana yang



drmaksud pada alat 11) hurui e dilakukan pemotongan terhadap totalTPK yang diterima bulan berikutnya sebesar 12.so/J (dua beras'komalima persen) per satu kali apel gabungan;

Pasal 9

Besaran komponen penghasilan clalam bentuk TpK dan/atau TppT yangditerima oleh pegawai direntukan berdasarkan ki"";j" ili; 
".,r.i""r,i*

Pasal 10

Standar biaya tambahan penghasitan terdiri dari rpD, TpK, dan TppT,sebagaimana rercantum dalam lampiran r a"n rjrnpi.ir.--ii 'v""*
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Elupati ini.

Pasal 1l

Perhitungan besaran TpK* dan. TppT yar-rg akan diterima pegawai diLingkungan pemerintah Daerah dilaksan"akan dengan ,,.rglrr_ruf.u,rumus sebagaimana tercantum dalam lampiran III yu"g _iirrfuf.ur,bagian tak terpisah dari peraturan eupati ini. '

Pasal I2

(tl PNS Dp]<, da1 anggota pOLRI Dpk sebagaimana dimaksud dalam pasal
] ayat (1), dapat diberikan tambaharn"penghasilan p.a^ n*ri O,rf*beriJ<utnya, dengan ketenruan .. '
a mempunyai tugas/jabatan / pekerjaan tertentu pada pD; datrU 

Li.{1f 
aiUaVarkan tarmbtrhan pe"ngl,rasilan lain yang 

'sejenis 
olehlr L S Lansl asal.

121 Pembayaran tambahan penghasrlan sebagaimana climaksud pada a1,at
( 1), dengan ketentuan :

.i. untuk 2 (dua) bulan pertama cliberikan se besar .l.pD; danb. untuk bulan ke 3 (ketiga) dan seterusnya cliberikan ieO au, aup.,dirambahkan TpK, dan. a rau TppT
131 Pembayaran tambahan penghasilan kepada pNS Dpk. dan AnggotaPoLRI sebagaimana dimaksud pada uyui 1t1 dilakukan 

"r.r_, 
Foi.Hi"tbertugasnya.

l:+) Pembayaran tambahan 
. 
penghasilan kepada pNSD yang ditugaskansecara . penuh pada lernbaga di luar pD pemeri.itah ir..r},sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) hurul b, diiakukan olehPD 'empaL gaj inya clirir\.,fl(an.

l3i

(1)

Pasal 13

Pembayaran tambahan penghasilar.r dalam bentuk TpD kepada pNSD
],ang melaksanakan tugas l_:i-.iajar, mulai dilaksanakan Orf",berikutnya sejak keputusan mengenai tugas belajarnya ditetapkan,Pembayaran sebagaimana d ima[sucl p"Iau ,yrt ( 1) dihentikan padabuian ke-7 (ketujuh) sampai selesai mejakr*lritrr, iugas belajar.Pembayaran rambahan penghasilar-r daiam beniuk fFn i<epaaa eruSODpk, mulai dilaksanakan buian beriku*1. 

".j.t k.prt.r"; ;.;;;PNSD Dpk ditetapkan.



't'I;#ffirTf;l3* penghas,an dar11-bltuk rpD kepada pNSD
apabila teran altP 

tugas belajar dan PNSD opk dapa't ilLlllrrur"
- dengan o"nr...u'jo1f,1i,??r1*j::-1"Iu" p?43 PD. vang djbukrikan

t6r Pembayarr" ,.-t',lI;-^:::::1,?| r lsa1u) bulan sebelumnya.
dimaksud pada ayar riiaiirLr"r.r"'';t; f;io3"" 

pegawai sebagaimana
, tempar gajinya diba ya rkan.

pasal 14

I 1 i PllS Kementerian/ Lembaga/ pemerintah 
Dmenjadi prvso ir*.;-1:'":'"1::llreh Daerah lain vang dimutasikan

rambahan n.,ri-,;]i; o:;,' ff,T'";:i? sendiri.' 0,i,,"'air,l,.irun
, bulan r.rhitung-*rlai akril hcL-.;^ kurnya setclah genap satu

r21 pNS KementeriZn/ ;;;;;/p;;ll,r,'.n,
ffi,;,t,,TJJ,y,f -.;;&i;;'##:f lLT"lT,: j'il:,A::H
u.,L,.,iyn ::i.::n !:::;9, lffi :,,}il,, p., gr,u 

"i 
L;' i.ol''"i',,,,

ung mulai aktif bekerja.
pasal lS

t I I PNSD dpk. yang b":^1,1h starus kembali menj.adi pNSD dan mempunyar
;:flilj3ffi'Y 

peke rjaan t.erten tu p,d; ;;. dapat d i be rikan ra mbahan

[.tr""J:,:T, j,Tii jxli,t:l:::fi ::ffi ji:,.;l]lluj{::*:;
:'.",r,""1.1;1,;J.ff:; ;:;i;:I;. sebapal1), dengan ketentuan: - rmana dimaksud pada ayat

a. untuk 2 (dua) bulan perrama diberikan sebesar TpD; dantt untuk bulan ke-3-ik:j,*"1_i:: 
.;,;il:;;: diberikan rpD dan dapaLLambahan TpK dan/atau TppT b";;u:;;ian r.in..ju.

pasal 16

" ::#ffjJ':,iffi oH::, or",:f3,",lil,lil:g:l o.*awai sebaga imana
berikutnya rerhil un;--"s;u* ii ,-l','' ornentrkan muiai pada bu.lan

_ starusnya rersebur aii..u,-,r.rrla[:;;r1#* menerangkan mengenai
J, Pega.wai yang relah selesai melak;;;il"menjalani 

",I,i u""r.l^"",L,"i]iffitiT:: PNSD dpk, tugas beiajar,drakiifl<a;';;-;J""^:'1 d:113r.^ianssunsan nesdra. arau rerah
pem b. rhen r ian'';;. 

":;:j*' i., rlf 
to?n, 

ii,,l,, 
n .i 

" 
J, 

"r.,i 
ru J,i,,u,

. i{+}lr *i::),. -. i,:iT *.,. jf flit#a 
n 

.tamLr 
a h a n 

#f,?x:lT
: pembayaran tambahi

r2), dengan ketentuajl 
penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat

a. untuk 2 (dua] bula
b 

lntu ! tff i;:3',!.fffi t l,::iJ;:;i.;..':il:J:*, 1i3 nun o, on,dr ram bah kan TpK, d a n 7"a ra " it"r'r.,.il'.1.r., n k i nerja.

pasal 17

- Tambahan penghasiian rerhadap pegat.ai 1,a;rg dijaruhi hukuman
l:: g 

I l, ;',".t-j';::'-T,- ;;;.i,"il:i"'o."* u n d an ga n de n ga n



t 
ilJrfi:* disiplin ringan, tidak dibayarkan TpK setama 3 (tiga)

t 
fJ,HIffi 

disiptin sedang, tidak dibavarkan TPK serama 6 (enam)

c. Hukuman disipl,n 
.berat, ticlak dibayarkan tambahan penghasilanselama 6 (enam) bu ian.

(2) Datam hal naskah- dinas renrang hukuman disiplin diterima olehpejabat yang berwenang, maka p"enghentian pembayaran tambahanpenghasilan dilakukan mulai bulan nJrit rtr.rr.

BAB III
PENGUKURAN KINERJA

Bagian Kesatu
Umum

pasal 1B

Pengukuran kineria dalam rangka pemberian tambahan penghasilandengan ketenruan sebagat benk L_rt:a. Bagi Pejabat punesiolal Umum, pejabat Fungsronal Tertentu, pejabatFungsional Umum/pejabat p""g'"]"^f' Tertentu yang meniabatsebagai ppTK, pe.iabat Eseton IV, tr;i;; III dan Eseton , ditaklkan. pengukuran terhadap kinerja individunva:b. Bagi Sraf Ahli punati 'riiIak"rtli"'i.ngur.rrnn 
kinerja denganmenghitung jumlah rekomendasr X.frlfitan rerrutrs yang dikerahui

:[X *:ifi 
ttj#, m e ] aks anaka" k';;;;';a,,g aip..i,, t-r',?""' u,i",i

pasal 19

::if*:T;T,,*inerja sebagaimana climaksud dalarn pasai 
1 8 dilaksarnakan

a. r.ariabel perilaku kerja; danb. variabel presra si kerja.

pasal 20

til Dalam rangka penp,ukural kinerja. scriap F.ungsional Umum. pejabarFungsional Tertenr,l,, peJaba r frrrgrionii Umum/peja bat pungsionalTerrenLu yang meniabaL-=ebrgri p'C^,']ior, Eseron rV, Eseron IIrdan Eselon II selain SLal Ah,'Bupr,,,'=.nl*u,n_rana dimaksud dalarnPasal 19 wajib membuat raporan r.'".,." t.rilit"ng murai aktif bekerja.12) Dalam rangka memvalidasi f.p*""'ilt"", 
".u.O atasan atau peiabat

-vang ditunjuk waiib -._.rik", d"" ;.;;;ifi;"1;il;; flH"setiap bawahan arau 
,peeauui ,,_,,* ,l.nj"di kewenangannya palingsedikit sekali dalam S {linral lr;rr i' '- ''-'',*'

t3l Dalam ha1 atasan atau pejabat ,r.ang ditunjuk sebagaimana climaksudpada ayat (2) berhalangan sarnpai d",rgan" 7 (tujuh) hari kerja, makahari pertama masuk kerJa r.ajib'me;;;ik"; dan memverifikasi laporanharian setiap bawahan atau pegau,ai _r.ang men3adi kewenanggannyaderrgan mencari informasi 'ving 
,..L"?, pelaksanaan pekerjaan

. bau'ahannya kepacla pihak srha< 1;"g-;;;,.t4t Dalam ha-l atasan atai_, pe;=cr,. .;"g;;",;k sebagaimana dimaksudpacia alat (2) berhalangan 
=a,...pai ;.r;;; {tujuhl hari keqa, maka



pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana harian/pelaksana tugas
jabatan tersebut, wajib memeriksa dan memverifikasi laporan harian
setiap bawahan atau pegawai yang menjadi kewenangannya paling
sedikit sekali dalam 5 (lima) hari.

Pasal 2 1

Dalam hal pejabat struktural eselon terendah pada PD memiliki bawahan
lebih dari 9 (sembilan) orang, kepala PD dapat menunjuk pejabat lain
lang memiiiki pengetahuan dan kemampuan untuk memeriksa dan
memve rifrkasi laporan harian pejabat yang menjadr kewenangannya.

Pasal 22

Laporan harian pelaksana tugas tambahan bagi Pejabat Fungsional
Tertentu, dapat diperiksa dan diverifikasi oleh pejabat struktural atau
pejabat lain yang ditunjuk sebagai atasannya.

Bagran Kedua
Variabel dan Indikator Kinerja

Pasal 23

11) Variarbel perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a
drukur dengan indikator:
". kehadiran terlambat tanpa izinl
b. pulang leb,ih cepat ranpa izin:
c. tidak masuk kantor tanpa izin; dan
d. tidak melaksanakan tugas dan/atau perintah kedrnasan dari atasan

tanpa alasan yang sah.
(2) Proporsi atau bobot untuk masing masing indikator perilaku kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditr,rangkan dalam IPKPIP.

Pasal 24

(1) Variabel prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b
diukur dengan indikator:
a. Pejabat Eselon III Inspektur Pembantu Furngsional Umum, meiipr-rti:

1. pelaksanaan tugtrs pokok;
2. pelaksanaan tug,1s tan'rbahan; dan
3. ketepatan waktu penyampaian laporan harian.

b. Pejabat Fungsional Tertentu, meliputi:
1. pencapaian bahan angka kredit setiap bulan;
2. pelaksanaan tugas tambahan; dan
3. ketepatan waktu penyampaian laporan harian.

c. Pejabat Struktural Eselor-r II, EsL.lon III selain Inspektur Pembantu
dan Eselon lV melipu t il
1. pelaksanaan tugas pokok;
2. pelaksanaan tugas tambahan;
3. persentase realisasi anggaran sampai dengan bulan pengukuran

kinerja terhadap anggaran kas sampal dengan bulan pengukuran
kinerja, kegiatan -r'ang dikelola oleh:
a) Sub bagian.r s..rb biciang seksi UPTD untuk Pejabat Eselon IV

sebagai PPTK:



(1)

(2)

l3r

-'- 
_ ..- _ --: . -..- . : -.. :--.: -.. -t ).:1.

- D.-<_:::-- -:,::.:-- >:._t - --,t-,.- ,.:t_,.a pi. ..:t;._ E>elo:t i\ r.rnq frdak
>c : r'. :-". -

cit Bag:a:- :ltc;-:ti Sr,iir.etari.ri Ltlttuk pejabat Eselon Ill sebagai
PPTIi: arau

el PD unruk pejabat trselon III \:ang ridak sebagai Kuasa
Pengguna Ar-rggaran / ppTK;

+ Iietepatan u'aktu penlampaian laporan ltarian.
'i Prjabat Strukturar khusl.rs Inspektur pembantu di Inspektorat,

irieliputi;
1. pelaksanaan tugas pokok;
2. pelaksanaan tllgas tambahan; clan
3. Ketepatan u,aktu pe nvampaian laporan harian.

-' i Proporsi atau bobot Lrnt.'rk masing-masing indikator prestasi kerlascbagaimana dimaksurd p,ci:r a.vat 1ll aituanltan dalam lPnpTp- 
"-

Bagian Ketiga
Indikator .yang dikecualikan

Pasal 25

Realisasi anggaran suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan anggarankas yang disebabkan laktor lain ditar kemampuan pelaksanaankegiatan, penilaian terhadap indikator terkait kegiatan ,..".uridikecualikan_ atau kegiatan tersebut dikecualikan "utm 
X.girtur,tersebut dikeluarkan dari mekanisme pengukuran prestasi kerja.Realisasi anggaran suatu kegiata., yurg tfak sesuai dengan ungg....,kas sebagaimana dimaksud padi alat ( 1), wajib dii'ertai ""Iu"""

terjadinya kondisi tersebut dalam suaiu surat ketlrangrr_, b..-.t"rui
r-ang ditandatangani oleh ke pala pD.
Surat keterangan sebagairnana ciimaksuci pacla ayar (2), dapat dibuatur-rtuk_menjelaskan 1 {satu) kegiata,-, utrl lebih yang aitaksanakan
oleh PD.

Bagian Keempat
Iztn

Pasal 26

(1) lztn dalam rangka pengukuran variabel perilaku kerja, denganketentuan sebagai berikut:
a Maksimal izin hadir terrambat, dihitung dari akumurasi waktuketerlambatan selama B jam dalam t (satuj bulan;
b Maksimal izi, pulang lebih cepat, dihitung crari akumulasi waktupulang lebih cepat .sclama g ,rarn cieL jarn 1 (salu) bulan;
c, Izin tidak masuk kerja. unt-uk kepentingan prrbadi atau keluarga,diberikan dalam akumulasi 3 (tigai hari cLlam 1 (satu) bulan;
d. Apabila pegawai yang izin tidak masuk kerja melebiiri S ltigay naridalam 1 (satu) bulan, maka pada hari keempat dan setJrusnyadikategorikan trdak masuk kerja, kecuali yur.g U..rrr_ril;;;"

mengambil hak cuti tahunan;
e lzin hadir terrambat, izin purang leLrih cepat, dan izin tidak masukkerja harus disampaikan oleh pegas,ai r-arig bersangL"t"" t.f"J.

t2



atasan langsung untuk mendapatkal persetujuan izin secararertulis.
f. Format surat izin sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari p...t.r.., g,1pr,i

1nI.
(2) D,alam rangka pelaksanaan peraturan terhadap izin sebagaimanadimaksud pada ayat (1), setiap pD wajib mener.pk";-;;;;;

pencatatan kehadiran secara elektronik.

Bagian Keiima
Cuti

pasal 27

Pegawai yang melaksanakan diatur dengan ketentuan sebagai berikut;a Melaksanakan cuti ,ebih kecil clari atau sama dengan 15 (rima belas)
11r^,5^:O:, 

dihitulC telah mendapatkan tugas polok sebanyak harimelaksanakan cul i lt,rscbut.
b. Melaksanakan cuti sebanyak 16 hari kerja sampai dengan 22 hariker.1a, hanya dibayarkan TpD dan tidak dibayartl" reri-p"a;i;i."

kedua berikutnya sejak tanggal cuti ditetapkan.c. Melaksanakan cuti selama 23 hari kerja atau lebih hanya dibayarkanTPD dan tidak dihayarkan TpK selama 2 (dua) Urf.r. puau Urir.,kedua berikutnya sejak tanggal cuti ditetapkan.

Bagian Keenam
Penghitungan pelaksanaan Tugas pokok dan Tugas Tambahan

Paragraf 1

Bagi PD/INSTANSI yang Melaksanakan 5 (Lima) Hari Kerja
dalam 1 (seitu) Minggu

Pasal 28

Penghitungan tugas Roko\ . dan 
_ 
tugas tambahan dalam rangkapengukuran variabel prestasi kerja bagi pejabat strukturar dan pffiat

l.]:g-:,?l.l ,rTrT yang_ bertuga" paai eo)rNsraNsr yang -.',,tiir.i sl,r.al na, kerla dalam I (satu) minggr_i, dilaksanakan dengan ketentuanscbagui berikul:
a. Pelaksanaan tugas p:kok d.l1l1tau rugas rambahan selama 5 (lima)jam dalam 

_1 (satu) hari, diniiai telah melaksanakan r f""trj ffi"pokok pada hari tersebut;
b, Daiam ha1 akumutasi pelaksanaan tugas pokok dan/atau tusastamb.ahan kurang dari 5 (lima) iam dalail r i"atrr rr".i,-'a,-Li ',i,i,"r.

melaksanakan tugas pokok pada hari tersebut.
c, Dalam hal pelaksanaan tllgas pokcik darn/:rtau tugas tambahan lebihdari 5 (lima) iam daiam 1 (satuj hari, maka untuk 1erebih.r, jr- i...1,sebanyak 3 (tiga) jam dihitung telah melaksanakan f 1"aiu; tugastambahan, dan untuk kelebihan jam kerja sebanyak 7 (tujuh) 1._ ,iu,
. lebih dihitung telah melaksanakan Z (dua; tugas tambahan;

d. Pelaksanaan tugas pokok. danlat^, 'trg.. 
timbahan diluar hari kerja

1a,ng pelaksanaannva paling sinqkat S {lima) j"- ".tirf-"",*p n";i,dihitung telah melaks..nar:.. i iru,rl .1,,s-. uoick. clar-r il"f"Lifrl"-;u-kerja seban'ak 3 (tiga; jar- ,a-:.- iebrh. c:::--_:tg telah melaksanakan I(satu) rugas rambahan:



e. Waktu yang digunakan unruk mengikuti apel pagi dimasukal dalam_ perhirungan tugas pokok; --- 
-r

l. Mengikuti upacara bendera gabungan yang diperintahkan oleh atasan,setiap kalinya dihitung relah melakIa".[""- f (satu) tugas tambahan:g. Mengikuri kegiatan pembinaan fi"ik;;;;;;tai yang dilaksanakan oleh
L?;:Hl, 2 (dua) ia1i, dihitun;;"1;il'-".i.r....ur.rn 1 (satu) tugas

h. Mengikuti kegiatan pembinaan fisik dan mentai gabungan yangdilaksanakan terpusai pada 
.r . lsriul t.iliut t..t.r.tu, setiap kaiinyadihitung telah melaksanakar_r 1 1".tr1 i.,gr"iambahan;i Melaksanakan. perjaianan ainas yang Jirgrrrr" oreh arasan, seliao I{satu) hari dihitung sebagai I (saru) ir** O1U.U.

Bagi pD/rNSTANSryang "riJ,Xtuffr1u"n 6 (enam) Hari Kerjadalam 1 (satu) Minggu

pasal 29

Penghitungan tugas pokok 
. dan tugas tambahan dalam rangkapengukuran variabel nresrasi L...1u Uugi pquJut ,truktr.al dan pejabat

lyli"]:i", y-y- vans,b,e_r1ysu"' piJu- ioiri.r"ro,vsr yang memiriki 6
f.t[l iX:iffrja 

dalam i (satu) minggu, ditaksanakan d.'s;" k;;;;i;,^
a. Pelaksanaan tugas

daiam 1 (satu) hari,
tersebut;

pokok atau tugas tambahan seiama 4 (empat) Jamdinilar relah melaksana<an tugas pckok pada hari
b. Dalam hal akumulasi pelaksanaan. tugas pokok atau tugas tambahankurang dari 4 (empat) jam aaram' l '1..,r; hari, dinilai tidakmelaksanakan tugas pokck pacla n"ri t..".U.,t;c dalam hal pelaksanaaa, tugas pokok atau tugas tambahan lebih clari 4(empat) .jam dalam 1 (satu) f,r".i, -aku' untuk kelebihan jam kerjasebanyak 3 ltiga) jam. dihirurrg retrn' i"luksanakan r r.'r,*,i ,,rgu,lambahan, dan untuk kelebihanlam r....], ."rr,"vrr.],,,rJuif t,r,* Xi",Iebih, dihitung telah metaks.anaka; j ia"") i)gas tambahan;d. pelaksanaan rugas por.oi. aun/rir, ,'ffi ,un-,urr,un diruar hari kerja,yang pelaksanaannya paling.singkat i Gmp"tt i.- ";;A-rr".i,'a""kelcbihan jam kerja 3lta"iro :-(tiga) 1u"- otu, lebih dihitung telahmc"laksanakan 1 (satu) rugai Lambahl", '-'-^-

e. waktu yang Ot*""11::__"ntuk mengikuti apel pagi/apel sore,. dimasukan dalam pernrrungan tuqas Dokok:I m( nglkutl upacara qabrrngan uang dipe,.inrahkan oleh atas,n. seli,pkalnia dihirung retah mela"ksa".;;1 I i;ri;,' ,r*u= rambahan;g m,'rrgiliuri kegiaran pr.mhinuan l.isik lli,n
cl ilaksa nakan 3i"r, i,o se tiap 2 r.i,,rl-r-, ri,'il i',,,Tiltl,"f *i[?T,',:ffi1 (satu) tugas tambahan.

h mengikuti kegiatan pembrnaan fisih dan
d itaksanakan :;;; 

"".,- f ,lda . 
r, 

1 
s a rur)" r.;;;, T.T:X1":TJ,:-Ji.il:;:dihitung telah melaksanakar I (satuJ rugas,tambahan; dani. melaksanakan perjalanan clinas vr"g ai-trgrllan oleh atasan, setiap 1(satu) hari dihitung teiah metaksa"rk-; il"";;") rugas pokok.

paragraf 3
Bagi Pejabat Fungsional Tertenru



Pasa] 3O

l1r Penghitunga, pelaksanaan rugas pokok dan tugas tambahan daramrangka peng,kuran r.ariaber fi.esiasi r."1" r^g? p.:"u*-iii"*Ii""r
Terrentu, dilaksanakan dengan ketentu;; ;e bagai berikut:a. perhitungan tugas pokok dilakukan berdasa"rt"" .;'.,,,,,irf, perkiraannilai angka kredit_yang clikurmpulkan iriurn I (satu) bulan;b perhitungan peraksinaan '1"g." - 

f"i.or. ' ;i;il;;' denganmembandingkan. antara jumlat p..ir.u.r, angka kreclit yangdikumpulkan dalam 1 lsatuy bulan A."g"" target angka kredit yangharus dikumpulkan dalam t 1.aLu1 U._, ta-,_,c. untuk mendapatkan 
, 
.t u. p.rr.rfri"r, tugas pokok JabatanFungsional Tertentu dalam 1 f"^t"t fr"f"" dan target angka kredit 1(satu) bulan dilakukan dengan _."gg"""f...r r;.r;-;:;;;;^",rercantum dalam lampiran VII yangierupakan Urg*"-v.ig 

-iia"r.
terpisahkan dari peratura" euprti iii.

d. tugas tambahan adaiah ,"i." t .ai,lrsan yang diperintahkanatasan, tetapi dari pelaksanaannya tidak -.r_,dup.iku.r' "l^i ,rgr..kredir dan juga ridak 
,merupak'an Orgf r"- f r""J"";;, #1,;;;r...kegiatan yang clapat dinilai angka f...Jiir";e. pelaksanaan tugas dilrrar 3a Xer.1a pot<of. seban5ak 3 irigal lamorau Iebih dalam I tsaru) hari. dinirung i.luh _.lrk.anakan I (sarult ugas tambahan;

I waktu yang ciigunakan untuk mengikuti aper pagi, drmasukandatam perhitungan tugas rr,.buhrr,r,' - "
g. mengikuti upacara bendera yang diperintahkan oreh atasan, setiapkatinya dihitung telah melaksa"if.3" I i"r,"f tugas tambahan;h mengikuti kegiatan pembinaan fisik dan me.rtal yang dilaksanaka,oleh pD setiap 2 (dua) kali, aihitung letah meraksanakan 1 (satu)tugas tambahan;
r' mengikuti kegiatan pembinaan fisik dan merrtal gabu.gar-r yangdilaksanakan terpusat qa_da f (satu) temfat tertentu, setiap kalinyadapat dihitung tetah.melaksanakan i i""ib tugas rambahan; -
j. melaksanakan per.laranan crinas v""i'Jl"gn"tan oreh atasan, tidakdapat dihitung tel_T melaksanlka-n 

-ii[r" 
pot ot , kecuali padakegiatan perjalanan dinas tersebut ierdapat kegiatan yarrg

, rnrndapat nilai angxa kr ed1lp-r.r.
k. mclaksanakan perjalanan <jirias var_rg clirugaskan oleh atasan dalamrangka pelaksanaan rugas yang tid;k m;miliki nilai ar_rgka kredir,

,"j,llgnlXit"ra 
dapat ain,iai tEian rn"tut"..,.r.an 1 (satu) tugas

(2) Pejabat fungsional tenentu yang proses pelaksanaan pekertaannvaridak bisa diselesarkan seriap bulan dan jenilaiaan perkiraan anekakrrdrrnla juga ridak ut=a crihitung .;l;0";;l;;.";J;;^#,f,i,#:;"
rugas pokok dan tugas tambalr rnnJra nr.,,ggrrruku,1 p."gr,i;;;;,;;;"
ilf;i"iiJ:Ts tambah'1n i"3' p':"i??' strukturai cran pejabat

paragraf 4
Bagi Pegawar yang Mengikuti pendidikan dan pelatihan

Pejabat Struktural
Fungsional Umum IV d.rn pejabat

pendidikan dan

1t)

'1 5



pelalihan teknis, pendidikan can pelatihan fungsional, pendidikan danpeiaiihan kepemimpinan. *.orkshop, bimbing"an teknis, 
"""iril.*i,atau pendidikan dan. pelatihan sejenis, perhitungan tuga" pot ot Jrr_,

tugas. tambahannya dengan ketentuan sebagai beiikut: - '
a' setiap 1 (satu) hari pelaksanaannya dihitirng telah meraksanakan 1

_ (satu) tugas pokok dan 1 (satu) tugas tambalian;
b. clalam ha1 dilaksanakan kurang tari 5 (lima) jam dalam 1 (satu)

_ hari, dihitung telah melaksanakan 1 (satuj tugas pokok.
(2) Pejabat fungsionar tertentu yang ditugaskan'mengikuti pendidikan danpelatihan teknis, pendidikan dan pelatihan t epeirimpina., ;;;k;G,bimbingan teknis, sos,ialisasi, atau pendidrk.., dm pelatihan 

".i..r-i,s,penilaian tugas pokoknya berdasaikan angka L..ait y..rg J;;;;,,sedangkan untuk perhitungan tugas tamb-"ahan fr".ar"uif.u" 
- 
p'ra,setiap 1 (satu) hari pelaksanaannyi dihitrr-rg telah melaksanakan 1(satu) tugas tambahan.

Bagran Keiujul-r
Konversi Hasil Perhrtungan Tugas pokok
Menjadi Perhitungan Tugas Tambahan

Pasal 32

Dalam hal jumlah perhitungan pelaksanaan tugas pokok dalam 1 (satu)bulan telah melebihi lumlah hari kerja pada bulan tersebut, makakelebihan perhitungan pelaksanaan r 1sat,-r1 irgr" poi.oL dapat crikonversimenjadi perhitungan pelaksanaan 1 (satu) tugal tambahan.

Bagian Kedelapan
I nstr]-lmen

Pasai 33

( 1) Untuk menghitung skor kinerja dan tambahan penghasiian yangditerima pegawai, menggunakan instrumen sebagaimana ta..u,-rtrrr,dalam lampiran VI sampai clengan lampiran XVi yang merupakan
.^. lrgirr, tidak terpisahkan dari perituran Bupati ini.
(2) Instrumen sebagaimana dimaksuci pada ayat (1), terdiri atas:

a. Rekapitulasi Daftar Kehadiran, untuk merekap kehadiran setiappegawai yang dibuat oleh pclabat pelaksana fungsi kepega*ri"" FO,
izang digunakan sebagai dasar bagi pejabat peniiai unluk menilaiperilaku kerja;

b. Rekapitulasi Realis:rst Anggaran dan Anggaran Kas, untuk merekaptotal realisasi arrggaran dan tt_iLa1 .r.-g-g..r., kas sampai bulan
lrengukuran kincrja yang ciibr_rat olch bErdahara, ).an€{ ;;"""k;"
sebagai dasar bagi pcjabat pcnilai LLnrLrk, irenilai p..".u"i't"I;u; --

c'. Laporan Hanan, uniu-k menr:aiai pel<'-riaan harr:Ln setiap p"i".*ri;d Daftar Rekapitulasi peng'.rkuran I<inerja dan Besaran rJmraha.,Penghasilan, untuk me.eKap total si<or kinerja dan b.sr.ar,tambahan penghasilan yang diterima pegawai pada suatu pD;
e. IPKPTP 1, untuk mengukur kinerja Jan menghitung tambahanpenghasilan pejabat Eselon ili lnspekrur pemban"tu a",i f".g._"^l

Umum vang bekerla pacia pD i UpID:
l. IPKPTP 1. 1, untuk rnengl,kur kiner;a clan menghitung tambahanpenghasilan pejabat Funqsionai Umua:.rlrg -.rr;.b.t slnagai nefNdan bekerja pada pD LpTD.



(s)

g. I PKFITP 2, unruk mengukur kinerja dan menghitung tambahan
penghasilan Pejabat Fungsional Tertentu yang menjabat sebagai
PPTK;

h, IPKPIP 2. 1, untuk mengukur kinerja dan menghitung tambahan
penghasilan Pejabat Fungsional Tertentu yang menjabat sebagai
PPTK;

i. IPKPIP 3, untuk mengukur kinerja clan
penghasilan Pejabat Eselon II, Eselon
Pembantu) dan Eselon IV yar-rg bckerja pada

j. IPKPIP 4), untuk n-iengukur" kinerja clan
penghasilan Staf Ahli Bupati;

Setiap pejabat yang melaksanakan pengisian
dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab
kebenaran data yang diisikan.

menghitung tambahan
III (selain Inspektur

PD/UFTID;
menghitung tambahan

Instrumen sebagaimana
secara penuh terhadap

Bagian Kesembilan
Pejabat Penilai

Pasal 34

(1) Pengukuran kinerja Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati dihrmpun
dan diakumulasikan oleh Bagian Organisasi dan disahkan oleh
Bupati.

\2) Pengukuran kineqa Asisten Sekretaris Daerah dihimpun dan
diakumulasikan oleh Bagian Organisasi dan disahkan oieh Sekretaris
Daerah.

(3) Pengukuran kinerja Kepala PD dihimpun dan diakumulasikan oieh
pejabat yang melaksanakan fungsi kepegar,r,aian pada masing-masing
PD dan disahkan oleh Sekretans Daerah.

(4) Pengukuran kinerja Kepaia Bagian pada Sekretariat Daerah,
dihimpun dan cliakumulasikan oleh pejabat yang melaksanakan
fungsi kepegawaian pada masing-masing Bagian dan disahkan oleh
Asisten Sekretaris Daerah yang menjadi atasan langsung.

(5) Pengukuran kinerja Pejabat Struktural trselon III selain kepala pD
dilaksanakan oleh atasan langsung.

(61 Pengukuran kinerja Pejabat Struktural Eselon IV, dilaksanakan oleh
Pejabat Struktural Eselon Ill sebagar atasan langsung.

(7) Per-rgukuran kineqa Pe.labat Fur-rgsional Umum clilaksanakarr oich
Pejabat Struktural Eselon IV sebagai atasan langsung.

(B) Pengukuran kineqja Pejabat Fungsional Tertentu, dilaksanakan oleh
Kepala PD berdasarkan pertimbangan nilai angka kredit dari tim
penilai angka kredit ata-u koordinator pejabat Fungsional Tertentu.

(9) Pengukuran kinerja Pejabat Fungsional Tertentu sebagaimana
dimaksud pada a],at (B), dapat didelegasikan kepada pejabat
Struktural Eselon lll yang melaksanakari lungsi kepegar.aian atau
kepala UPTD.

(10) Dalam hal tim penilai angka kredit atau Koordinator pejabat
Fungsional Tertentu pada setiap PD belum dibentuk, Kepala pD atau
Pejabat Eselon III yang ditunjuk dapat lar-rgsung melakukan penilaian
tanpa mendapatkan perrimbangan nilai angka kredit dari tim penilai
angka kredit atau koordinator Pejabat Fungsional Tertentu;

( i 1) Pe ngesahan IPKPTP oie h Bupa'ri can Sekretaris Daerah, dapat
chdelegasikan kepada pe;abai irrkai-r.



(1)

(2)

Pasai 35

Pejabat Penilai u'ajib melakukan pengukuran kinerja pegawai di
Iingkungan unit kerja masing masing setiap bu1an, dengan
menggunakan IPKPIP yang telah ditetapkan.
Dalam rangka pembayaran tambahan penghasilan terhadap pegawai
sebagaimana dimaksud pada av.lt (l), pengukuran kinerlanya
dilakukan oleh pejabat strl-iktLrral )ang ditunjuk pada pD tempat
gajinya dibayarkan atau PD drtempatkan, dengan ketentuan:
a, Perilaku kerja dinilai berdasarkan laporan daltar rekapitulasi

kehadiran dan catatan lain yang dipertukan dari pimpinan lembaga
yang bersangkutan clitugaskan;

b. Prestasi kerja dinilai berdasarkan laporan harian yang telah
divalidasi oleh atasi,rn langsunq atau pejabat yang ditunjuk.

Pelaksanaan pengukuran kinerja rerhadap PNSD l,ang ditugaskan
secara penuh pada lembaga diluar PD Pemerintah Daerah dilakukan
oleh Pejabat Struktural yang ditunjuk pada pD tempat gajinya
dibayarkan, dengan ketentllan sebagai berikut:
a. perilaku kerja dinilai berdasarkan laporan rekapitulasi kehadiran

dan catatan lain yang diperlukan dari pimpinan lembaga yang
bersangkutan;

b. prestasi ke4a dinilai berdasarkan laporan harian yang telah
divalidasi oleh atasan langsung atau pejabat yang drtunjuk pada
Iembaga yang bersangkutan ditugaskan.

IPKPTP diisi oleh pejabar penilai berdasarkan analisis terhadap:
a. Laporan harian;
b. Laporan realisasi anggaran terhadap anggaran kas;
c. Laporan realisasi penerimaan pajak dan retribusi;
d. Rekomendasi kebijakan tertulis yang drsermpaikan kepada Bupati;
e, Bukti kerja untuk menghitung angka kredit;
L Laporan rekapitulasi kehadiran bulanan; dan/atau
g. Catatan harian pejabat penilai.
Pe.labat penilai dan pegawai yang dinilai wajib menandatangani
tbrmulir pengukuran kinerja yar-rg te lah diisi setiap bulannya.

Pasal 36

Pejabat Fungsional Umum, Pejabat Fungsional Tertentu, pejabat
F ungsional Umum/ Pejabat Fungsional Tertentu yang menjabat
sebagai PPTK, Pejabrrt Eselon IV, Eselon III dan trseion II wajib
rnenyampaikan laporan hariannya setiap tanggal 1 (satu) bulan
berikutnya kepada atasan langsurig arar-i pejabat yang ditunjnk.
Stal Ahli Bupati wajib menvampaikan rekr.,mendasi keblakan tertulis
yang telah diketahui oleh Bupati setieLp tanggal 1 (satu) bulan
berikutnya kepada Bagian Orgar-iisasi.
Pejabat Fungsional Tertentu wajib menyampaikan laporan kegiatan
hariannya dan menunjukan br,rkti-bukti kerja untuk menghitung
bahan angka kredit kepada Ketua 'I'in-r penilai Angka Kredit atau
Koorciinator Jabaran F ungsrouai seriap tanggal I (satu) bulan
berikutnya, untuk selanjr-irnya disampaikar-r kepada Kepala
PD / Sekretaris / Kepala UPTD pada seriap ranggal 3 (tiga) berserta
pertimbangan nilai angka kr-edit setiap Pe-iabat Fungsional Tertentu.

(3)

(1)

(s)

(1)

\2)

(3)



r

Pertimbangan nilai angka kredit sedap pejabat Fungsional Tertentusebagaimala dimaksud pada avat t3) yang dikeluarkan oleh Tim
Penilai Angka I'iredit atau Koordinator Jabatan Fungsional dilakukan
dengan rnemr-erifikasi pelaksanaan tugas pokok pad'a laporan h";i;;
dengan bukti hsik 5,ang disertakan.
Pegawai yang ditugaskan melaksanakan suatu kegiatan di luar kantoryang jadwalnya melewati- tanggal 1 (satu) bulai berikutnya, harusmenyelesaikan seluruh kewajibannya terkait deng"" p."g"f.".^"kinerja pada 1 (satu) hari kerja sebelum pelakianaan [.girtur-,
diiakukan.
Pegawai yang mengambil hak_cuti yang jadwal mulai masuk kerjanya
setelah tanggal 1 (satu), wajib menyeGiaikan seluruh kewajibannyaterkait dengan pengukuran kinerja pada t (satu) hari t<e.1a'sebetrim
pelaksanaan cuti dilakukan.
Setiap .atasan atau pejabat yang ditunjuk wajib mengisi IpKpTppegawai yang menjadi ker.,",enangannya dan menyampaikannya kepaclapeJabat struktural _vang melaksanakan fungsi kepeg.*,.iur,, ,t.r-lketatausahaan pada pD setiap tanggal 5 (lima) 6ulan berikutnva.
Pej abat Struktural yang melaksanakan lungsi kepegawai'an atauk-etatausahaan pada pD. wajib mengumpulkin aan LengarsipkanIPKPIP sekaligus mere kapitulasi hasil pengukuran kinerla ' dan
besaran tambahan penghasilan seluruh p.g.*.idihrgkungan pO.

Pasal 37

Pegawai yang mengalami mutasi tugas antar pD/Instansi, wajib
me mbarva:

3 1i9,":l harian yang telah divalidasi oleh atasannya;b. IPKffP yang telah disahkan dan belum digunaian sebagai dasaruntuk pembayaran tambahan penghasilan; danc. surat keterangan mulai dihentikan pembayaran tarnbahan
penghasilan oleh instansr yang lama.

(6)

(7)

(8)

(1)

t2)

petusas..-..,flxti?Lli;".?;l1",,""KinerjapD

Pasal 38

Kepala PD-. bertanggung jaw.ab terhadap kebenaran pengisian IpKInp
pegawai dilingkungannya dan Daftar Rekapitusi renguf,".r" r<i"Lr;"
dan Besaran Tambahan penghasilan pD;
Untuk menjamin kebenaran pengisian IpKF"rp clan Daftar RekapitulasiPengukuran Kinerja dan Besaran Tambahan penghasilan pD
sebagaimana dimaksurcl pada ayat (1 ), ke pala pD dapit menun;ulpegaw,ai dilingkungannl.a sebagai peiugas pen_reriksa HasilPengukuran Ktnerja pD.
Jumlah pegawai sebagai petugas pemeriksa Hasil pengukuran Krneqa
PD dengan sesuai ketentuan sehagai berikut:
a. Jumlah pegawai pD sampai clengan I OO orang, ditunjuk paling

banl,ak 2 (dua) orang;
b. jumlah pegar.r'ai PD 10I sampai dengan )00, orang ditunjurk paling

banyak 3 (tiga) oranu:
c. jumlah pegau,ai PD 20 1 s:rnpai de i:Ean _?00 orang, dituj uk paling

banr ak 5 (lima) orarrg.

(3)



[4] D. aiam rangka pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi sebagaimanadimaksud pada a1-at (2), perugas pemeriksa Hasil pengukuran KinerjaPD bertugas untuk:
a. memeriksa kebenaran cara pengisian IpKpTp setiap pegawai;
b. memverifikasi data yang digunakan dalam mengisi'Ip:KpTp denganmemeriksa instrumen pendukung;
c. melaporkan kepada Kep3la pD, ipabila diketahui terdapat pegawaiatau pejabat penilai melakukan pengukuran kinerja tia"f. 

"?"raidengan ketentuan 1,ang ditetapkar-r.
(5) Untuk melaksanakan 

l.u5as ""Lrg., manrr dimaksud pada ayat (4),Petugas Pemeriksa Hasil pengukuran Kinerja pD berwenang:a merubah sebagian atau keseluruhan iprprp yang ti"dak sesuaidengan instrumen pendukung;
b. meminta seluruh data atau instrumen pendukung pengisian IpKpIpkepada pegawai atau pejabat penilai.

(6) Daltar Rekapitulasi pengukurin Kinerja Dan Besaran Tambaha,Penghasilan PD yang telah diperikm dur,, diverifikasi oteh petusa"
Pemeriksa Hasil pengukuran Kinerja en, selanjutn," a.-ir.,"r"i1"."disahkan oleh Kepala pD.

(7) Terhadap Petugas pemeriksa H.asil pengukuran Kinerja pD, dapatdiberikan honorarium setiap bulan sJsuai ketentuan p;;";i;"perundang-undangan.

BAB iV
PROSEDUR PtrMBAYARAN

pe ncairan, iXtfrLl:Tjl een ghasla.,

Pasal 39

(1) Berdasarkan daftar. rekapitulasi pengukuran kinerja dan besararrtambahan penghasilan yrrrg yrr,,g tJlah cliverifif.."i oi.f", ;;;;."pemeriksa hasil pengukuran kinerja, masing-masing eO menga.lufanSPP dan SpM pembayaran tambahan penghasilan i..rg..,melampirkan claftar. rekapitulasi pengukuran kinJr3a arr_, Ue"a?r.,tarmbahan penghasilan pD yang Glah disetujui dan disahkan Jen
,^. I"p1l" PD pada tanggal 1 (saiu) setiap bulan.rya;
(2) Pembayaran tambahan penghasilan berclasarkan kinerja kepadapegawai, dilakukan pada hari kerja minggu ketiga setiap b"lu"rr;;.. 

-

p" - r,,v o,u i ?i',lt Xff 1l ?. 
" 

gh a s il an
Bagi vang Mengaiami peruLbahan Jabatan

Pasal 40

Pejabat Struktural ,.:]:" 
.. II 1,ang ditugaskan menjadi pejabatBupati/walikota, tetap criberikan ia,n"bahan -penghasila'r 

".u""^. ipo,sesuai dengan jawaban,. terakhir sebelum yurg i.."u.rgf.rtr. airrrgf.ntmenl adr Pejabat Bupati/ Walikota.

Pasal 4I

{1) Seiain Pe jabat Strukrurai. pega*'ai i ang dimutasikan antar pD,
pem bar-aran tambahan pe n ghasi lan denga-r:-ketetuan sebagai berikut:



a. yltuk bulan pertama, pembavaran tarobahan penghasilan tetapdiiaksanakan oleh pD 1,ang lama;
b. untuk bulan kedua dan seterusnya pembayaran tambahanpenghasilan dilaksanakan oleh pD yr.rg brrr;

(2) Pegawai yang mendapar proinosi aata"m .iabatan struktural ataumendapat jabatan struktural yang lebih tinggi antar pO, p."rU"Vr.url
tambahan penghasilan dengi:i.; l<erintuan sebagai berikut:
a. untuk bulan pertma setelah bulan pJantikan, pembayaran

tambahan penghasilan dilaksanakan olefr pD y""g 1;;r; J;;;u"standar biaya jabatan ian:l yang besarannya berdasarkan h"asilpengukuran kinerja butan keclua sc.belumrrya;
b. untuk buian kedua sereiah_ bulan pelantikan clan sererusnya,pembayar.an tambahan pe rrgl-rasiian dilaksanakan .f.fr 

- 
Fn ],j"gbar'.r dengan standar biaya jabatair traru yang t ."rra...yu

berdasarkan hasil capaian kinerjC bulan kedua s"b"lJ_nvo.
13) Pegawai yang mendapat prcmosi aatam ;aUat-an 

- 

"i."f.i"..l .t.,_,mendapar jabatan strukturaj yang lebih tinggl dalam satu pn,
Dembayaran tambahan pt ';giiasilar-, clcngan ketentuan sebagaii)!:,iiU['

i1, untuk buian pertanra sc_lr ja.i i btrian pelar-rtikan, dib4,31[an cle_nganstarrdar biaya jabatan iz.i rn:i vcrtg besarnnrl5,a berd,r.sarkan h"asil
_ per-rgukuran kinerja buian kedua set:,elurnrrya;
'D Llntuk bulan keclua seteiah burari pelantikan cian seierllsnva,

dibaSzarkan dengan standa_i biava jabatan ha.r varrg ;;;;;,,;;"bt'rclasarkan hasil capaia. kincrja. bulan iro.ciua .,._ f ,"lr,r',,,i,. 
-" * ".

(ziJ Peeeru,al yang menriapat k,-:naikan alaLl penururian par:gkal. -yairg
}:e.kon sel<uensi pada perr_rbaha. stanclar lri"V.i-' i,,r"frri,".perrghasilan, clilaksanakan dengan ketcntuan sebagai berikut:
at. pernbayaran tambahan penghasilan dilakukan h]erdasalka-Lr-i -.;tanrlar|,iay;l pangkat terakhir rrruiai beria1<u:
L;. dale:Ln'r hal ini sltrat keput,".rsan kerraikan atau penurunan pangkatterlarnbat diterima ataL.L c.liketahui olel_, pe,abat terk:rir, r,iakailit,a'arkan atau clirarik !;1.:.r,1.,.ii sr:banv::k *fi"if, 

",rl,,i:. ;,;.,y:r;rg berlakci pada penrba,.,,ji.iri ,.amir.rfrari pe nghasilait ,._;Li,r+,,.

P'r\ai tl

11 ) Pegawai yang diberhenrikair ia, j:.il.ratirn strukturai ilkibar pcnataarrPD dan/atau pertimbangan s..i,rir;- irr_rki.rman d.isiplin, arorl ilitr"iiiun
iir ntbahan 

.penghasilan de.i r ga. n ki-,t (: 1t r u.in st: i;agai beriku t :a untuk bular pertQma ;er.,:,iah h.ilan clibi:rhe r: iikan, r_1iberrl.:a.sebesar TDP dan dapai. ,-"rirarrbahkzin Tpli, clan/ ati:rt-i fpp.i.berciasa.kan hasil pengukurar }._i:rcia bulan ke oua ' 
".;r.1"-r-rru'Je.gan stanciar biaya sesua i de,gar-i j a"barta, strukturar terakhir:b.,rnt'uk bulan kerir.ra setel:rh buiart riiberit"",it r., 

-ir,r',;.;;;"r",
diberil<an sebesar TPD cltir, rta;:a: rlii:t.rbaltkan TpK, .irr",7ri",i tef"f,!.lcroasarkan hasil pcnvlilrLl..r.ii ril:.li.ii:i buian kej.,ra se: l_ielr_lrnnvii,ien.qar: slariciar biula j;-il:il .:: \ ..1:: :.,,,.1

:2, Pc;:a'.r.ei varrg diber.ltt.nrlk.:i) . ,,...r...,., ,1.,,, ;:r,,.riitit _-irJl<lUli,l kJLUn..iscrl,inlr dala..n prose" hi:;i..r;: :,-;c.,. \.ljiq . i.j<i.,r (i,- ljgan ,,.l.,,,ggoran
Ci:.rpiir-r, dapat dibe.kiin r.liltJ;.f.iin pcnghrsiJarn sarlpr,l' ,lf;;;,-tt;"
l:..:Ll:iin p--ngaCilan r-irr-rg r::rr,ii:ki k=liiiatan hukum t.i:n1,,,-ii,.u,r.,'iF'a-, Cri-rgan stat:ldar bic. -, l:.5:.:.,:n F-, i r.,-_: sior::_r1 ijrir.rrl iainnrra.



(3) Pegau'ai yalg diberhendkan dari jabaan struktural eselon II dan
' ' 

-i'ndapai masa bebas tugas atau masa tunggu, dapat diberikan
tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.untukbulanpe.tamasetelahbulandiberhentikan,diberikan

tambahan penghasilan sebesar TPD dan dapat ditambahkan TPK,

dan/atau tpff be.dasarkan kinerja dengan standar biaya sesuai
dengan jabatan struktural terakhir;

b. untuk bulan kedua dan seterusnya, diberikan tambahan
penghasilan sebesar TPD dengan standar biaya jabatan lungsional
umum lainnYa.

(1)

(2r

Bagian Ketiga
Penghentian dan Pembayaran Kembali Tambahan Penghasilan

Pasal 43

Upaya administratif yang diajukan pegawai terhadap hukuman
disiplin yang diterimanya, [idak me ngenyampingkan pelaksanaan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

Apabila keputusan pejabat yang bern'enang menghukum dibatalkan
uiru p"g^*.i yang bersangkutan terbuikti tidak bersalah' maka

terhitung sejak mulai diberhentikan, tambahan penghasilannya
dibayarkan kembali sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan.

BAB V
KEBtrRATAN ATAS HASIL PENGUKURAN KINERJA

(r)

(3)

('+)

Pasal 44

(1) Pegawai yang dinilai, dapat mengajukan keberatan atas hasil' 
pengukuran kinerja )rang telah dilakukan pada saat penandatanganan
IPKPTP;
Ke beratan atas hasil penguLkuran kinerja scbagaimana dimaksud pada

alat (1) dibahas dan diseiesaikan oleh Atasan Pejabal Penilai sccara

berjenjang sampai kepada Kepala PD;

atasan eejaUat Penilai dan/ atau Kepala PD wajib membahas dan
menyelesaikan bersama-sama dengan pihak yang bersengketa,
berdasarkan bukti-bukti pendukung yang ditunjukan oleh kedua
'nelah pihak;
Pqabat Penilai dan pegar,"ai l ang dinilai u'ajib menandatangani IPKPIP
derigan hasil pengukuran \rang telah ciiputuskan oleh kepala PD -yang
bersangkutan;

(5) IPKP'I'P sebagaimana dimaksud pada avat (4) selanjutnya dijadikan
dasar penghitungan pemberian besaran 'I'PK, dan/atau TPPT'

BAB VI
PtrN(JAIVASAN

Pasai 45

(1) Dalam rangka melakukan pengawasan, Inspektorat wajib melakukan
pemeriksaan terhadap pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan
berdasarkan kinerj a pada setiap PD secara rutinitas;



a. melakukan pengujian terhadap ketaatan dan kebenaran pembuatan
pem buatan Laporan H arian;

b. melakukan uji petik terhadap data yang diisikan clalam daftarrekapitulasi pengukuran 1<inerja dan besaran tambahan
penghasilan.

c. memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk
menghentikan sementara pernbayaran tambahan penghasiian.

pada ayat ( 1),

Pasal 46

Apabila jadwal yang terkait dengan pengukuran kinerja dan pembayaranlambahan penghasilan jatuh pacla hari libur, maka jadwal te;ebut
ditunda sampai pacla hari pertama masuk kerja setelah hari libur.

BAB VII
KtrTENTUAN LAIN-LAIN

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

BAB IX
I\trTEN !LAN PERALIHAN

Pasal 47

1i) Pejabat penilai yang membe rikan pengukuran kinerja trdak se suai
der-rgan bukti kinerja. criberikan sanksi pemotongan setesar 25,20 (duapuluh lima persen) d:rri total tambahan penghasilan pada br-rlan
berikutnya.

(2) Pejabat penilai yang _tidak melakukan pengukuran kinerja kepada
baq.ahannya atau tidak mernbuat IpKpTp bawahan atau pejabat yang
rnenjadi kewenangannya untuk n-renilai, diberikan sanksi'pemotongan
sebesar 50% (lima puluh pe rsen) dari total tambahan p.rrgha"iar,
pad:r bulan berikutny ar;

(3) Pegawai sebagaimana climal<sud dalam pasal 20 ayat (1) 1,ang tidak
membuat laporan hariar-r, diber-rkan sar-rksi pemotongan sebesir 75,%
(ttq uLh puluh lima persen) dari 1,otar tambahan penghaiilar-i pacia buian
benkutnya.

Pasal 48

(l) Pegarvai yang sedang menjalani Ma.sa
bebas tugas dan beium memasuki batas
tambahan penghasilan dalam beiituk
jabaran Fungsional Um,rm lr,.rnni,a
Petrturan Bupati inr oiber laklkan.

Persiapan Pensiun atau [rasa
usia pensiun, dapat diberikan
TPD dengan standar biaya
terhitung mulai ke Lentuan

(2) Dalam ha1 sistem pencatatan kehadiran secara elektronik berurn
tersedia pada Rumah Dinas Bupati, Rumah Dinas wakil Bupati dan
Rumah Dinas Sekretaris Daerah, khusus Sekretaris pribadi euprti,sekretaris Pribadi wakil Bupati dan Ajudan Sekretaris Daerah,pencatatan kehadiran dap=r diiakukari secara manual dengan tetapmen'ediakan inforrrrasi 

'ang dibutuhkan untuk pengukuran kinerja
dan disahkan oleh pejabat rerkair.



; Plis .. ajl E ::re:e:l=a :an Datlai p€ne::asiiail seixlJn Peraa.lra:r Bupau
-:-: c:'rrCa;-tgdaj-.. :e'.ap r:renerima '-ann bahan penghas:)on sampat
i:cavarkarnla TPP menurut ketenruan Peraturan Bupati rni.

BAR X
KE"IENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pembayaran TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini dimulai bulan Januari
2018, dengan masa penilaian kinerja pegawai dilaksanakan mulai tanggal
1 November 2017 .

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
a. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang

Tambahan Penghasilan Pengelola Fungsi Administrasi Perencanaan,
Fungsi Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah, dan Fungsi
Administrasi Pengendalian; dan

b. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2O15 tentang
Tambahan Penghasilan Pengelola Fungsi Administrasi Pengendalial
dan Pengawasan di lingkungal Inspektorat Kabupaten Pesisir
Selatan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di
Pada tanggal gubtus 2017

BUPATI SELATAN

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 3 Agustrrs 2Ol7

SEKR TARIS DATRAII
I{ABUPATEN PESISIR SEI,ATAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017 NOMOR:2DBERITA D
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